ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Pengawasan Pemda Lamongan Dalam Mengatasi
Kelangkaan Subsidi Pupuk Bagi Petani Ditinjau Dari Peraturan Bupati
Lamongan Nomor 97 Tahun 2016." Studi Kasus di Desa Banjargondang
Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan ini ditulis oleh Noer Mukarrom
Putra Kurniawan, NIM. 12103193067, Prodi Hukum Tata Negara,
Universitas Islam Negeri Ali Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, di
bimbing oleh Ladin S.H.I.,M.H.
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kelangkaan pupuk bersubsidi sehingga
hal tersebut menimbulkan Pengawasan Pemda Lamongan Dalam Mengatasi
Kelangkaan Subsidi Pupuk Bagi Petani Ditinjau Dari Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 97 Tahun 2016. Oleh karena itu Pengawasan Pemda Lamongan Dalam
Mengatasi Kelangkaan Subsidi Pupuk dapat turut andil untuk mengatasi
kelangkaan subsidi pupuk tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengawasan
pemerintah daerah dalam mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi bagi petani di
Desa Banjargondang ? 2) Bagaimana Pemantauan pengawasan pemerintah dalam
mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi di Desa Banjargondang? 3) Bagaimana
pengambilan tindakan pengawasan pemerintah dalam mengatasi kelangkaan
pupuk bersubsisi di kabupaten lamongan prespekif Siyasah syar'iyyah?

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adala metode
empiris/kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan
objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi

dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan pemerintah dalam
mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi di Desa Banjargondang Kecamatan
Bluluk Kabupaten Lamongan menggunakan indikator pengawasan yaitu 1).

Penetapan standar, belum sepenuhnya optimal karena waktu penyaluran pupuk
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bersubsidi masih terkendala dan terdapat dua jenis harga eceran pupuk bersubsidi
di kabupaten enrekang. Jika hal tersebut tidak di tindak lanjuti maka kelangkaan
pupuk di Desa Banjargondang Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan akan
terjadi di masa yang akan datang. 2). Pengawasan pemerintah dalam memantau
kelangkaan pupuk bersubsidi di lakukan dengan cara observasi langsung ke setiap
pengecer di suatu daerah masing-masing dan gudang tempat penampungan pupuk,
yaitu dalam jangka waktu satu kali di setiap bulannya tetapi dengan adanya
laporan terkait kelangkaan pupuk bersubsidi maka pemantauan dilakukan dua atau
tiga kali perbulannya. 3). pengambilan tindakan, tindakan yang dapat diambil oleh
pemerintah pengawas pupuk bersubsidi di Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamongan dan Dinas Ketahanan, Pangan, Dan Pertanian Kecamatan Bluluk
melalui rapat untuk mengatasi kelangkaan. pupuk yaitu berharap kepada petani
untuk membeli pupuk Non subsidi dan tidak selalu tergantung ke pupuk
bersubsidi demi keberhasilan tanaman.
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ABSTRACT

Thesis with the title "Supervision of the Lamongan Regional Government in
Overcoming the Scarcity of Fertilizer Subsidies for Farmers in View of
Lamongan Regent Regulation Number 97 of 2016." This case study in
Banjargondang Village, Bluluk District, Lamongan Regency was written
by Noer Mukarrom Putra Kurniawan, NIM. 12103193067, Constitutional
Law Study Program, Ali Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic
University Tulungagung, supervised by Ladin S.H.I., M.H.

Keywords: Supervision, Government, Subsidized Fertilizer.

This research was motivated by the scarcity of subsidized fertilizers, so
this gave rise to Supervision by the Lamongan Regional Government in
Overcoming the Scarcity of Fertilizer Subsidies for Farmers Judging from
Lamongan Regent Regulation Number 97 of 2016. Therefore, Supervision by
the Lamongan Regional Government in Overcoming the Scarcity of Fertilizer

Subsidies can contribute to overcoming the scarcity of fertilizer subsidies the.

The formulation of the problem in this research is: 1) How is the regional
government supervised in overcoming the scarcity of subsidized fertilizer for
farmers in Banjargondang Village? 2) How is government monitoring in
overcoming the scarcity of subsidized fertilizer in Banjargondang Village? 3)
How is the government taking supervisory action to overcome the scarcity of

subsidized fertilizer in Lamongan Regency, Siyasah Syar'iyyah Prespective?

The method used in this research is an empirical/qualitative method,
namely research that aims to describe the state of the object being studied.

Data collection techniques are interviews, observation and documentation.

The research results show that government supervision in overcoming the
scarcity of subsidized fertilizer in Banjargondang Village, Bluluk District,

Lamongan Regency uses supervision indicators, namely 1). Setting standards
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is not yet fully optimal because the distribution of subsidized fertilizer is still
constrained and there are two types of retail prices for subsidized fertilizer in
Enrekang district. If this is not followed up, fertilizer shortages in
Banjargondang Village, Bluluk District, Lamongan Regency will occur in the
future. 2). Government supervision in monitoring the scarcity of subsidized
fertilizer is carried out by direct observation of each retailer in each area and
the warehouse where the fertilizer is stored, namely once a month, but if there
is a report regarding the scarcity of subsidized fertilizer then the monitoring is
carried out twice or three times per month. 3). taking action, actions that can
be taken by the subsidized fertilizer supervisory government in the Lamongan
Regency Regional Government and the Bluluk District Food and Agriculture
Security Service through meetings to overcome the shortage. fertilizer, namely
hoping that farmers will buy non-subsidized fertilizer and not always depend
on subsidized fertilizer for the success of their crops.
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